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ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA (PKNI)

BAB I 

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU 

Pasal 1

Nama
Cukup Jelas 

Pasal 2 

Kedudukan 

Cukup Jelas
Pasal 3

Waktu

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Bentuk 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Sifat
Merdeka yang dimaksud adalah memiliki arti mampu diri sendiri, menentukan pemikiran dan bertindak sesuai dengan visi misi 
Pasal 7

Fungsi 
Cukup Jelas 

BAB III

ASAS DAN NILAI-NILAI 

Pasal 8

Asas
Cukup Jelas 

Pasal 9 

Nilai-nilai organisasi 
Cukup Jelas 

BAB IV 

VISI dan MISI

Pasal 10 

Visi 
1. Berdaya yang dimaksud adalah bila seseorang mendapatkan kesejahteraan dari segi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,  akses terhadap  sumber daya, kesadaran  kritis, pelibatan dalam pengambilan keputusan dan kontrol terhadap kebijaka
2. keadilan  sosial  yang  dimaksud  terpenuhinya  hak-hak  pengguna  napza  sebagai  korban peredaran napza
Pasal 11
Misi
Melakukan upaya pendidikan kritis kepada pengguna napza dan masyarakat, serta penyadaran kepada pihak-pihak yang berkuasa Kesadaran kritis yang dimaksud dalam pasal ini adalah situasi dimana pengguna napza, masyarakat dan pihak-pihak berkuasa pihak mampu menyadari inti masalah yang dihadapi yaitu penindasan. Penindasan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak sipol dan ekosob pengguna napza. Perlawanan terhadap penindasan dilakukan dengan 
a. merubah paradigma pengguna napza, masyarakat dan pihak-pihak  berkuasa, 

b. menolak kebijakan  “perang terhadap napza”.

Hak asasi manusia pada pengguna napza yang dimaksud adalah terpenuhinya hak pengguna napza  sebagai korban  yaitu: 
1.  Hak atas pemulihan efektif

2.  Hak untuk mengetahui

3.  Hak atas keadilan

4.  Hak atas pemulihan / reparasi (kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi)
BAB V 
LAMBANG 

Pasal 12
Lambang

1. Gambar kepulauan  dalam lingkaran menjelaskan Pergerakan ini tidak bisa dibedakan oleh perbedaan budaya,suku, agama, dan ras.

2. Warna hitam melambangkan keadaan pengguna Napza di Indonesia yang masih tertindas.

3. Warna putih melambangkan adanya harapan untuk adanya suatu ke arah yang lebih baik.

Pasal 13

Anggota
Keanggotaan kelompok adalah kelompok yang terdiri dari pengguna napza yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 14 A
Hak 
Point 2

Yang dimaksud dengan mekanisme ditingkat propinsi dalam Pasal 14 A point 2 diatur secara otonomi  oleh anggota diwilayah kelompok masing-masing

Point 6

Pengaturan “membela diri” dalam Pasal 14 A point 6 diatur oleh dewan pengawas
Pasal 14 B
Cukup Jelas

Pasal 15

Berakhirnya Keanggotaan
1. Cukup jelas

2. Cukup jelas

3. Cukup jelas

4. Cukup jelas

5. Cukup jelas

Pasal 16

Syarat keanggotaan

1. Pengangkatan anggota dilakukan setelah melewati veifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dewan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan (seknas selambat-lambatnya 1 bulan setelah calon anggota mendaftarkan dan melengkapi persyaratan anggota,mengirimkan data-datanya kepada dewan pengurus. Selambat-lambatnya  2 bulan dewan pengurus menerbitkan surat keputusan terkait validasi dan verifikasi) 

2. Proses  verifikasi     dilakukan  dewan  pengurus  melalui  komunikasi  langsung  atau menggunakan  media  komunikasi  yang  tersedia    dengan  calon  anggota(kelompok) setelah menerima kelengkapan administrasi dari seknas.

3. Proses  validasi  dilakukan  dewan  pengurus  setelah  calon  anggota  lolos  melewati verifikasi

4. kelengkapan  administrasi  mencakup  tanda  tangan  asli  setiap  konsituen  kelompok, bukti iuran kelompok , dan rekomendasi  tertulis dari 2 anggota.

5. Pemberhentian  ke anggotaan mengacu pada pasal 15 anggaran dasar PKNI tentang berkhirnya keanggotaan

BAB VII

DEWAN PENGURUS

Pasal 17

Susunan

Cukup Jelas

Pasal 18

Tugas dan Kewajiban

Cukup Jelas

Pasal 19

Hak

Cukup Jelas

Pasal 20

Wewenang

Cukup Jelas

Pasal 21

Periode

Cukup Jelas 

Pasal 22

Mekanisme pemilihan dewan Pengurus

Point 3
Apabila dalam Pasal 22 ayat (3) tidak ada perwakilan perempuan dari 5 anggota dewan pengurus, maka akan ditambahkan 2 kursi untuk dua orang perempuan

Pasal 23

Kriteria Dewan Pengurus

Cukup Jelas

Pasal 24

Mekanisme Pengesahan
Cukup Jelas

Pasal 25

Berakhirnya Kepengurusan

Point 4

Yang dimaksud kriteria berhalangan tetap yaitu :

Dalam 1 tahun tidak pernah berkomunikasi atau tidak memberikan masukan atau tidak pernah menghadiri pertemuan minimal 1 kali dalam 1 tahun

Point 5

Yang dimaksud dengan pencabutan mandat dewan pengurus yaitu :

I. Pencabutan mandat dewan pengurus setelah masa jabatanya berakhir, mengundurkan diri secara tertulis,setelah meninggal dunia

II. Setelah  mendapatkan  surat  ketetapan  tidak  aktif  berhalangan  tetap  dari  dewan pengurus diteruskan  kepada dewan pengawas,badan  pekerja nasional dan seluruh anggota

III. Setelah mendapatkan peryataan resmi dari 2/3 anggota PKNI dari pulau yang diwakilkannya

a. Apabila  pulau  yang  diwakili  tersebut  hanya  memiiki  2  anggota  PKNI  maka perwakilan pulau tersebut harus disepakati oleh kedua anggota tersebut

b. Apabila kedua kelompok tersebut tidak mencapai mufakat maka yang berlaku

c. adalah ketetapan pengangkatan Dewan Pengurus di Kongres

BAB VIII

BADAN PEKERJA NASIONAL

Pasal 26

Susunan

Cukup Jelas 

Pasal 27
Cukup Jelas 

Pasal 28

Hak dan Wewenang

Cukup Jelas
Pasal 29

Periode

Cukup Jelas

Pasal 30

Keputusan Persidangan
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Mekanisme Pengesahan

Cukup Jelas

Pasal 33

Berakhirnya Kepengurusan

Cukup Jelas

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Pasal 34

Susunan

Cukup Jelas

Pasal 35

Tugas dan Kewajiban
Cukup Jelas

Pasal 36

Hak

Cukup Jelas

Pasal 37

Wewenang

Mekanisme sidang dalam Pasal 37 ayat (2) diatur dalam aturan Dewan Pengawas

Pasal 38

Periode

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas 

Pasal 40

Kriteria Dewan Pengawas
Cukup jelas

Pasal 41

Mekanisme Pengesahan
Cukup jelas

Pasal 42

Berakhirnya Kepengurusan
Point 4

Yang dimaksud kriteria berhalangan tetap yaitu :

Dalam 1 tahun tidak pernah berkomunikasi atau tidak memberikan masukan atau tidak pernah menghadiri pertemuan minimal 1 kali dalam 1 tahun

Point 5

Yang dimaksud dengan pencabutan mandat dewan pengawas yaitu :

I. Pencabutan    mandat    dewan    pengawas    setelah    masa    jabatanya    berakhir mengundurkan diri secara tertulis ,setelah meninggal dunia

II. Setelah  mendapatkan  surat  ketetapan  tidak  aktif  berhalangan  tetap  dari  dewan pengawas  diteruskan  kepada dewan pengurus,badan  pekerja nasional dan seluruh anggota 

BAB X

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI DAN MEKANISMENYA, 
STRUKTUR DAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN

Pasal 43

Alat Kelengkapan Organisasi
1. Kongres

Kongres adalah pertemuan yang dihadiri seluruh anggota PKNI secara periodik untuk menentukan landasan-landasan kerja organisasi. Kongres merupakan keputusan tertinggi organisasi.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah pertemuan yang dilaksanakan di luar ketentuan umum organisasi untuk memutuskan dan mempersiapkan Kongres Luar Biasa.

3. Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa adalah pertemuan yang dilaksanakan di luar ketentuan umum organisasi untuk menyikapi  terjadinya  hal-hal  yang  bersifat  darurat,  penyimpangan,   pelanggaran  konstitusi organisasi yang mengancam keberlangsungan organisasi.

4. Rapat Dewan Pengurus

Rapat Dewan Pengurus adalah pertemuan di tingkat Dewan Pengurus untuk membahas peraturan- peraturan organisasi, rekomendasi, pengesahan rencana kerja Badan Pekerja Nasional dan menentukan langkah-langkah asistensi terhadap Badan Perkerja Nasional.

5. Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas adalah petemuan di tingkat Dewan Pengawas untuk mengkaji laporan kerja seluruh program Dewan Pengurus dan Badan Pekerja Nasional.

6. Rapat Badan Pekerja Nasional

Rapat  Badan  Pekerja  Nasional  adalah  pertemuan  di  tingkat  Badan  Perkeja  Nasional  untuk membahas program kerja organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi

7. Rapat Koordinasi Nasional

Rapat Koordinasi Nasional adalah pertemuan koordinasi program kerja organisasi yang sedang dijalankan  dan dihadiri oleh Dewan Pengawas,  Dewan Pengurus, Badan Pekerja  Nasional dan Koordinator Kelompok Anggota PKNI.

8. Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional adalah pertemuan yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Badan Pekerja Nasional dan Koordinator Kelompok Anggota PKNI untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerja organisasi.

9. Sidang Kode Etik

Sidang Kode Etik adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai organisasi. 

Pasal 44

Mekanisme Alat Kelengkapan Organisasi
1. Mekanisme Kongres

a. Kongres merupakan keputusan tertinggi organisasi yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah konstituen

b. Kongres diwakilkan minimal 1 (satu) orang dari setiap anggota PKNI.

c. Pemungutan suara dalam kongres mengacu kepada suara terbanyak dan/atau minimal 50% + 1 (lima puluh plus satu) jumlah suara.

d. Kongres    merupakan    wadah    untuk    mendengar    menerima    atau    menolak pertanggungjawaban dari structural

e. Kongres   merupakan   wadah   memilih   menetapkan   serta   melantik   kepengurusan organisasi periode berikutnya

f. Kongres merupakan wadah untuk melakukan amandemen dan mengesahkan anggaran dasar organisasi 

g. Kongres diadakan setiap 4 tahun sekali

h. Pengaturan tata tertib akan ditentukan melalui proses persiapan kongres

i. Hasil kongres dijalankan oleh seluruh anggota

2. Mekanisme MusyawarahNasional Luar Biasa (Munaslub)

a. Munaslub dipersiapkan oleh Dewan Pengurus

b. Munaslub dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah konstituen. c.  Munaslub dihadiri oleh koordinator anggota PKNI.

c. Pemungutan  suara Munaslub   mengacu  kepada suara terbanyak  dan/atau  50% +1

d. (lima puluh plus satu) jumlah suara

e. Munaslub memutuskan akan dilaksanakan atau tidaknya Kongres Luar Biasa. f.   Hasil munaslub dijalankan oleh seluruh anggota

3. Mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB)

a. KLB dapat dilakukan melalui mosi tidak percaya yang diajukan kepada Dewan Pengurus oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah konstituen

b. KLB dipersiapkan oleh dewan pengurus

c. KLB diwakilkan minimal 1 (satu) orang dari setiap anggota PKNI.

d. Pemungutan  suara  dalam  KLB mengacu  kepada  suara  terbanyak  dan/atau  minimal

e. 50% + 1 (lima puluh plus satu) jumlah suara.

f. KLB merupakan wadah untuk melakukan amandemen dan menegakkan kembali nilai- nilai organisasi

g. Pengaturan tata tertib akan ditentukan melalui proses persiapan kongres luar biasa h.  Hasil KLB dijalankan oleh seluruh anggota

4. Mekanisme Rapat Dewan Pengurus:

a. Rapat dianggap sah apabila dihadiri  minimal 2/3 dari anggota dewan pengurus

b. Draft agenda rapat harus ditetapkan minimal 14 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat 

c. Keputusan rapat menjadi sah apabila disetujui 2/3 dari peserta rapat

d. Apabila tidak terdapat kesepakatan suara maka akan dilakukan voting 

e. Peserta rapat adalah dewan pengurus,dewan pengawas dan BPN 

f. Rapat dewan pengurus dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun

g. Hasil dari rapat dewan pengurus akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan

h. Hasil rapat dewan pengurus dijalankan seluruh dewan pengurus.

5. Mekanisme Rapat Dewan Pengawas

a. Rapat dianggap sah apabila dihadiri  minimal 2/3 dari anggota dewan pengawas

b. Draft agenda rapat harus ditetapkan minimal 14 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat c.  Keputusan rapat menjadi sah apabila disetujui 2/3 dari peserta rapat

c. Apabila  tidak  terdapat  kesepakatan  suara  maka  harus  diupayakan  musyawarah mencapai mufakat

d. Peserta rapat adalah dewan pengawas dapat melibatkan dewan pengurus dan BPN

e. Rapat dewan pengawas dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun

f. Hasil dari rapat dewan pengawas akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi

g. Hasil rapat dewan pengawas dijalankan oleh seluruh dewan pengawas

6. Mekanisme Rapat Badan Pekerja Nasional (BPN):

a. Rapat  dilakukan oleh badan pekerja nasional dapat dihadiri anggota sebagai observer dan dewan pengurus dan dewan pengawas sesuai dengan fungsinya.

b. Draft agenda  rapat  harus  disrkulasikan  kepada  anggota  BPN  sebelum  pelaksanaan rapat

c. Keputusan rapat diambil oleh Koordinator Nasional

d. Rapat BPN dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan

e. Rangkuman rapat per-triwulan akan diteruskan oleh BPN kepada  seluruh anggota dan dewan pengawas  setelah berkoordinasi dengan dewan pengurus

f. Hasil rapat BPN dijalankan oleh seluruh anggota BPN

7. Mekanisme Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas):

a. Seluruh  persiapan  rapat  dilaksanakan  oleh  BPN  dan  berkoordinasi  dengan  Dewan Pengurus

b. Rakornas dilaksanakan oleh BPN dengan melibatkan Dewan Pengurus,Dewan Pengawas dan anggota

c. Rakornas dilaksanakan 1 kali dalam setahun

d. BPN dapat mengundang  pihak ketiga  untuk menghadiri  rapat setelah  berkoordinasi dengan dewan pengurus

e. Hasil dari Rakornas akan dijalankan seluruh anggota PKNI

8. Mekanisme Rapat kerja nasional (Rakernas):

a. Seluruh persiapan Rakernas dilaksanakan oleh BPN dan berkoordinasi dengan dewan pengurus

b. Rakernas dilaksanakan oleh BPN dengan melibatkan Dewan Pengurus,Dewan Pengawas dan anggota

c. Rakernas dilaksanakan 1 kali dalam setahun

d. BPN dapat mengundang  pihak ketiga  untuk menghadiri  rapat setelah  berkoordinasi dengan dewan pengurus

e. Hasil dari Rakornas akan dijalankan seluruh anggota PKNI 
9. Mekanisme Sidang Kode Etik 

a. Pencatatan laporan pelanggaran nilai-nilai organisasi diterima oleh dewan pengurus dan dicatat sekretaris dewan pengurus

b. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas akan memutuskan  laporan pelanggaran nilai-nilai organisasi tersebut untuk memutuskan   dan membentuk Tim Sidang Kode Etik Internal Organisasi

c. Tim  Pengadilan  terdiri  dari  perwakilan  Dewan  Pengurus,  Dewan  Pengawas,  Badan Pekerja Nasional dan anggota PKNI

d. Tim melaksanakan Persidangan Kode Etik Internal Organisasi di lokasi yang diserpakati bersama

e. Sidang  Pengadilan  Kode  Etik  Internal  Organisai  Menghasilkan  keluaran  putusan pengadilan

f. Putusan sidang Kode Etik Internal Organisasi ditujukan kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan di sirkulasikan kepada anggota PKNI oleh BPN

g. Pengambilan keputusan   disepakati oleh seluruh Tim Pengadilan dan dilakukan oleh Pimpinan Sidang Peraturan persidangan dibentuk oleh tim pengadilan

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

BAB XI
SUMBER, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANKEUANGAN

Pasal 47

Cukup Jelas 

Pasal 48

Cukup Jelas 

Pasal 49

Cukup Jelas 

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 50

Cukup Jelas 

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 51
Cukup Jelas
BAB XIV

PENUTUP
Pasal 52

Cukup Jelas

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 53

Cukup Jelas 
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